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SALINAN

PRESIOEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2O2T

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 3,
angka 4, angkaT, angka 9, angka 1O, angka 20, arrgka2I,
Pasal 18 angka 3, angka 21, Pasal 19 angka 4, angk<a 6,
angka 10, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang;

1. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OOT tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251;

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO7 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOZ
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47391, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tatrun 2Ol4
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5a90);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OL4 tentang
Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5603);
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Pasal 198

(1) Perirrgatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam
Pasat 195 ayat (1) huruf a dilakukan melalui
penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang
berwenang.

(2) Surat peringatan te:'tulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat:

a. rincian pelanggaran dalam Penataan Ruang;
b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan

Pemanfaatan Ruang Cengan RTI( dan ketentuan
tei<nis Pemanfaatan Ruangi dan

c. tindakan pengcnaan sanksi yffig akan diberikan
apabila tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana djmaksud pada huruf b.

(3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksucl
pada ayat (1) diberika4 paling banyak 3 (tiga) kali.

(4) Dalam hal surat peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diabaikan, pejaba+" yang
berwenang melakukan tinCakan berupa pengenaan
sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195
ayat (1) huruf b sampai deiigan huruf i sesuai dengan
l<ewenangannya.

Pasal 199

(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud . dalam
Pasal 195 ai'+t (1) huruf b dapat dikerrakarr secara
tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan
sanksi adrninistratlf lainnya.

(2) Penghitungan clerrda administratif sebagaimana
dipaksuci pada ayat (1) dilakukan dengan
rnernpertimbangkan:

€i. nilai jual objek pajak;
b. luas lahan dan luas bangunan;
c. indeks kawasan; dan/atau
d. besar ata-u liecilnya dampak yang ditimbtilkan..
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(3) Denda administratif dapat berupa denda progresif
yaflg disyaratkan sampai pelanggar memenuhi
ketentuan dalam sanksi administratif lainnya.

(4) Bentuk dan cara penghitungan denda administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur lebih
lanjut dalam peraturar: kepala daerah.

Pasal 2OO

Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan F{uang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) huruf f
dilakukan clalam hal pelaksarlaan kegiatan Pemanfaatan
Ruang tidak sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang.

Pasal 201

Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Rr"rang
sebagaimana dinraksud dalam Pa.sal 195 ayat (l) huruf g
dilakukan dalam hal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang tidak diperoletr dengan prosed.ur yang benar.

(1)

{2)

(3)

Pasal 2O2

Pemulihan fungsi mang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 195 ayat (1) huruf i rnerupa-kan upaya
untuk merehabilitasi ruang agar da.pat kembali sesuai
dengan fungsi yarrg ditetapkan clalam RTR.

Pemulihan furigsi ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) '*djib dilakukan apabila terbuL't-i adanya
perubahan fungsi ruang yang diakibatkan oleh
Pemanfaatan Rub.n6 yang tidak sesuai dengan RTR.

Pemulihan fungsi ruang set,agaimarra dimaksud pada
ayat (4 menjadi tanggung jawab pihak yang
melangga.r.

Biaya pemulihan fungsi rang sebagaimana
dim,aksud pada ayat (3) dapat herasal dari denda
administratif.

 (5) Dalam . . .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari2O2l

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari2O2l

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2I NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

g Penrndang-undangan
i Hukum,

ttd
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